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Kakak, ayuk, tante, oom serta keluarga tercinta yang tak bisa saya
sebutkan satu persatu.
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menyelesaikan skripsi ini.



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi
Kasus Perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang
Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup)”. Ada dua hal yang diangkat dan menjadi
faktor penelitian ini. Pertama, Bagaimana Bentuk-Bentuk Perlindungan Terhadap
Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup.
Kedua, Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Perlindungan Terhadap Korban
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup. Tujuan
penelitian ini adalah untuk Mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang
diberikan kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakitbatkan Cacat
Seumur Hidup dan untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai
bentuk-bentuk perlindungan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang
Mengakitbatkan Cacat Seumur Hidup. Metode penelitian ini menggunakan studi
kepustakaan (Library Research) atau jenis penelitian yuridis normatif. Data yang
terkumpul dianalisis secara deskriptif kuantitaif yaitu dengan menjelaskan
penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian disampaikan
secara induktif. Sehingga penyajian hasil penelitian ini mudah dipahami. Hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa: Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan
lalu lintas yang mengalami cacat seumur hidup diberikan oleh Undang-Undang
sudah efektif akan tetapi, jika di lihat dari sisi korban yang mengalami cacat
seumur hidup masih banyak yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka
dapatkan. Oleh karena itu korban kecelakaan lalu lintas mempunyai hak untuk
mendapatkan pertolongan, perawatan, selain itu ganti rugi dari pihak yang
bertanggung jawab, dan hak atas santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan
asuransi. Pemerintah dan pihak penegak hukum harus lebih memfokuskan agar
setiap kecelakaan lalu lintas tidak hanya mengadili pelaku akan tetapi juga
memperhatikan hak-hak korban. Dalam pandangan Hukum Islam kecelakaan lalu
lintas yang menyebabkan korban mengalami cacat seumur hidup menurut hukum
islam adanya unsur syar’i (formil), unsur maddiy (meteriil), dan unsur adabiy
(moral). Dalam pandangan hukum islam hal ini berbeda dengan penetapan pada
hukum positif di Indonesia. Hukum islam setiap pelaku pidana tidak harus
menghapus dosanya dengan cara dipenjara, bahkan dapat diselesaikan dengan
cara bertaubat kepada Allah SWT dan melakukan pembayaran diyat kepada
korban yang bersangkutan.

Kata Kunci: Perlindungan Korban, Cacat Seumur Hidup, Undang-Undang



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang berpedoman kepada
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No.
158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:
Penulisan
Huruf Nama
Huruf kapital | Huruf kecil

J Alif Tidak dilambangkan
o Ba B B
< Ta T T
< Tsa Ts ts
z Jim J J
C Ha H h
& Kha Kh Kh
2 Dal D D
3 Dzal Dz Dz
J Ra R R
J Zai z z
o Sin S S
S Syin Sy Sy
ua Shad Sh Sh
ua Dhad DI DI




] Tha Th Th
] Zha Zh Zh
£ ‘Ain ‘ ‘
£ Ghain Gh Gh
o Fa F F
d Qaf Q Q
d Kaf K K
J Lam L L
a Mim M M
¢ Nun N N
3 Waw w w
0 Ha H H
s Hamzah ‘ ‘
s Ya Y Y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas

vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda Nama Latin Contoh
| Fathah A )
| Kasrah [ G
] Dhammah U &)




b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:
Tanda Nama Latin Contoh
- Fathah dan ya Al s
¥ Fathah dan Au Je
waw
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).
Contoh:

Tanda Nama Latin | Conto | Dituli
h S

\La Fathah dan alif Ala \&la | Mata

= atau Fat/ah dan A0 /
alif yang Ram
menggunakan
huruf ya A

- Kasrahdanya | T/ & | Qila

3a Dhammah dan U/a Gsar | Yami

waw tu

4. Ta Marbuthah

Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut:

a. Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat fatzah, kasrah dan dhammah
maka translitarasinya adalah huruf ¢,

b. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf h;



c. Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan

kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan

dengan h. Contoh:

Juk‘i\ day) = Raudharul athfal

5,314l Abaall = Al-Madinah al-
Munawwarah

A Al = Al-madrasah ad- diniyah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid

ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan

huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

& =

Rabbana

J% | =1 Nazzala

Al-birr

el | =] Al-hajj

6. Kata Sandang al

a Diikuti

oleh huruf as-Syamsiyah,

maka ditransliterasikan dengan

bunyinya, yaitu huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf

yang mengikutinya. Contoh:

Ll | =| AsSayyidu | QN | =| AtTawwabu
dadl | =| Ar-Rajulu (waddl | =| As-Syams

b. Diikuti oleh huruf al-Qamariyah, maka ditransliterasikan sesuai aturan-

aturan bunyinya. Contoh:

Sl | = | Al-Jalal o) | = [ Al-badi'u
st | = | AIKitab Jadll | =| Al-gamaru

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya

dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-

Qamariyah.

Vi



7. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata,

hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

o3BG | =| Ta *huziina &l | =] Umirtu

£13¢8) | =| As-Syuhada Fa ti biha

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi i/, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan
tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca
(dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata

setelahnya. Contoh:

Arab Semestinya CaraTransliterasi
J&1 18305 | Wa aufiz al-kaila | Wa auful-kaila
ol e &y | Wa lillahi ‘ala al- | Wa lillahi
nas ‘alannas
2 O0% | Yadrusu fi  al- | Yadrusu
L)) madrasah filmadrasah

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa
Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal
nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului
kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama,

bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan Arab Transliterasi

Awal kalimat | di)e &a | Man ‘arafa nafsahu

vii



Nama diri Y Xaay | Wa ma Muhammadun

) illa rasul

Nama tempat | 44l (e | Minal-Madinatil-

3 35l Munawwarah

Nama bulan i N | lia syahri Ramadana

Nama  diri | L&) cad | Zahaba as-Syafi T
didahului al

Nama tempat | 4%l (s 235 | Raja’a min al-Makkah
didahului al

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut
berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada
huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan

huruf kapital. Contoh:

Er

Wy | = | Wallahu a g | = | Fillahi

A & | = | Minallahi P! = | Lillahi
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Taufig, serta Hidayah Nya. Sholawat serta salam kepada Nabi Agung yang
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Maha Mulia, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi pengikut
beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak, aamiin. Penulis mengucapkan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.! Ketentuan tersebut menegaskan
bahwa seluruh seluruh aspek penyelenggaraan Negara harus didasari oleh hukum.
Dalam rangka menunjukkan bahwa ciri khas bangsa Indonesia, dikenal istilah
negara hukum dengan menambahkan artibut Pancasila sehingga atas dasar itu,
maka kemudian sering disebut sebagai negara hukum Pancasila.? Dalam konteks
hubungan antara negara dan hukum. Mac Iver mengemukakan teorinya “bahwa
negara adalah anak, tetapi juga orang tua dari hukum”. Negara adalah anak dari
hukum, artinya negara dilahirkan oleh hukum. Di samping itu, negara adalah
orang tua dari hukum, maksudnya bahwa negara melahirkan hukum.

Negara hukum pada prinsipnya mewujudkan perlindungan hidup bagi
rakyat, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, vyaitu
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
melaksanakan ketetiban dunia.” Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya
melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan
dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang. Philipus M. Hadjon,
mengaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada
negara hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkontribusi,
yaitu: pertama, pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum; Kedua,
pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-
ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang

menyamping konvensi dan konstitusi; Ketiga, pemerintah berkontribusi berarti

'Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
2Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, Jurnal
Sosiohumaniora, VVol. 18 No. 2, (2 Juli 2016); 135.



pemerintah yang dilaksanakan oleh atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan
tekanan yang dilaksanakan pemerintah itu sendiri.

Hukum baru timbul sekurang-kurangnya harus ada kontak antara dua orang.
Kontak ini dapat bersifat menyenangkan atau bersifat tidak menyenangkan
(sengketa atau perselisihan). Tetapi hukum baru ada, baru dipersoalkan apabila
terjadi konflik kepentingan. Ketika konflik kepentingan mulai dipertengkarkan
siapa yang salah, siapa yang melanggar, siapa yang berhak, apa hukumnya.
Disinilah baru dipersoalkan hukum.3Hakikatnya dari hukum yaitu menempatkan
kebenaran dan keadilan sebagai kompas baik dari hukum itu sendiri maupun
penegak hukum. Kalau kebenaran dan keadilan dijadikan kompas bagi penegak
hukum, maka proses hukum berjalan objektif dan rasioanl artinya terdapat tolak
ukur yang jelas, logis, dan diterima akal sehat masyarakat sosial.*

Manusia merupakan makhluk yang sadar. Kesadaran itu dapat disimpulkan
dari kemampuan berfikir, berkehendak, dan merasakan. Dengan kesadarannya
manusia mendapatkan (Ilmu) pengetahuan, dengan kehendaknya manusia dapat
mengarahkan prilakunya dan dengan perasaannya manusia dapat mencapai
kesenangan. Dari hal tersebut hukum dibuat untuk mencegah prilaku-prilaku dari
manusia itu sendiri yang menyimpang.°Bukan hanya memelihara ketertiban dan
ketentraman dalam masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan-hubungan yang
timbul dalam masyarakat. Dalam mengatur hubungan-hubungan tersebut, hukum
berguna untuk membatasi kekuasaan, mengatur kewajiban,dan aturan-aturan yang
harus dipatuhi tanpa terkecuali.®

Perkembangan teknologi, hukum juga semakin berkembang melihat
beberapa oknum yang memanfaatkan perkembangan zaman untuk melakukan
tindak kejahatan. Pemerintah Republik Indonesia juga membuat berbagai macam
aturan seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, KUHP,KUHAPer, dan

Undang-Undang lainnya untuk mewujudkan keadaan yang tertib dan aman bagi

3Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, Merajut hukum di Indonesia, (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2014), 19-21.

“Muhammad Sadi Is, Pengantar IImu Hukum,(Jakarta: Kencana, 2015), 77.

>Yesmil Anwar, Adang, Pengantar Sosiologi Hukum,(Jakarta: PT Grasindo,2011), 6

5Teguh Prasetyo, Pengantar limu Hukum,(Depok: PT RajaGrafindo,2018), 37



masyarakat.’

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang dinamis dan tidak bisa
berdiam diri dalam watu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan
melakukan aktivitas. Kendaraan adalah suatu alat baik itu beroda berserta
gandengnya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak, termasuk alat-
alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor
dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan yang dalam operasinya di
air.8Kendaraan juga sangat diperlukan karena dapat memudahkan pergerakan
setiap individu. Kendaraan membuat waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi
lebih menyenangkan. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran
kendaraan baik motor maupun mobil juga membawa konsekuensi lain diantaranya
penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah
kecelakaan lalu lintas.®

Upaya Pemerintah dalam permasalahan kecelakaan lalu lintas melalui
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan®®
menjadi dasar pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional tersebut, sesuali
dengan tujuannya yaitu diharapkan setiap pengguna jalan dapat mematuhi
peraturan yang telah diatur oleh undang-undang tersebut agar terciptanya
keamanan, keselamatan, kelancaran berlalu lintas yang aman dan tertibdan
terwujudnyapenegakan hukum bagi individu yang melanggar dan kepastian
hukum bagi masyarakat Indonesia. Namun dalam praktiknya masih sering terjadi
pelanggaran-pelanggaran di dalam lalu lintas baik berupa pelanggaran rambu-

rambu lalu lintas bahkan hingga kecelakaan lalu lintas yang disebabkan unsur

"Indra  Muchlis Adnan, Negara Hukum dan Demokrasi,(Yogyakarta: Trussmedia
Grafika,2019), 105-106

8Melinda Tungka, Harijanto Sabijono, Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak
Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA,
Volume 3 Nomor 2, (2 Juni 2015).

®Silvia Listiana, Bintara Sura Priambada, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Korban
Kecelakaan Lalu Lintas, Jurnal Hukum Pidana Delict,Volume 6, Nomor 2, Noveber 2020.

Ypasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan



kelalaian individu yang menggunakan jalan raya yang pada akhirnya
menimbulkan kerugian bagi banyak pihak bahkan hingga korban meninggal
dunia.?
Beberapa contoh kasus kecelakaan lalu lintas diantaranya :
1. Pada perkara pidana Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim
kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Gaga Muhammad dan Laura
Anna yang menjadi korban : Hari Kamis 7 Desember 2019 sebelum
peristiwa itu terjadi Gaga Muhammad dan Laura Anna mendatangi
kelab malam di daerah SCBD, Gaga bersama teman sekitar pukul
08.00 (malam WIB, Gaga dan Laura pulang dan makan di Blok M.
Setelah itu sekitar pukul 03.00 (malam) WIB menuju rumah. Waktu
peristiwa tersebut terjadi Gaga mengaku sempat tidur sebentar dan
bangun. Sehingga dia sempat kaget bukannya menginjak rem malah
menginjak gas. Gaga mengira disebalah kanan kosong, dan ia
membanting stir ke kanan, ternyata di kanan ada mobil, sehingga
terjadilah benturan dan menyebabkan mobil terbaik.dari peristiwaitu
jika di lihat bagian kanan mobil rusak parah.Akibatnya Laura Anna
mengalami luka berat hingga lumpuh dijatuhi pidana penjara selama
4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.?
2. Kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal
dunia dan luka berat, salah satunya adalah kasus musisi Ahmad
Dhani yaitu Abdul Qodir Jaelani yang mengalami kecelakaan di Tol
Jagorawi, Jakarta Timur, tepatnya di jalur Jakarta-Bogor, Km 8,
Minggu (8/9/2013) sekitar pukul 00.45 WIB yang mengakibatkan
enam orang tewas dan sembilan orang lainnya luka berat. Menurut
daya yang diperoleh dari Detiknews saat itu, Dul mengemudikan

mobil Mitsubishi Lancer B 80 SAL dengan ditemani temannya

1Zulmaidah, M. Iman Santoso, Firman Wijaya, Penerapan Restorative Justice Terhadap
Tindak  Pidana  Kecelakaan Lalu Lintas  (Studi Kasus  Putusan Nomor
151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tim), Jurnal Krisna Law, VVolume 2, Nomor 1,2020.

2Bahrudin Al Farisi, Gaga Muhammad Ungkap Kronologi Kecelakaan dengan Laura
Anna, sempat tertidur dan Salah Injak Pedal Rem,diakses dari https://www.kompas.com (22
Januari 2022).



bernama noval. Keduanya saat itu baru pulang mengantar pacar Dul
bernama Arin di Cibubur. Dalam perjalanan pulang di Tol Jagorawi,
Dul mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi mencapai
176 km/jam. Dul kemudia hilang kendali hingga membanting setir
ke kanan dan menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur tol yang
berlawanan. Mobil Dul kemudian menabrak Daihatsu Grand Max
yang ditumpangi 13 orang. Tujuh orang penumpang Grand Max
meninggal dunia, sementara 8 orang lainnya termasuk Dul dan
Noval mengalami Luka berat.

Contoh kasus diatas jika kita lihat dari sisi korban ada yang mengalami
kematian, luka berat dan luka ringan. Dalam kenyataannya pelaku wajib
memberikan santunan kepada para korban dan itu wajib dipernuhi. Tetapi, Jika
kita lihat dari prespektif korban maka korban kecelakaan lalu lintas diatas
mengalami kerugian/penderitaan, mau itu kerugian materi, luka ringan, luka berat
jhmaupun yang lainnya. Jika kita fokus kepada korban kecelakaan yang
mengalami luka berat yakni cacat seumur hidup. Korban menderita bukan hanya
dalam waktu dekat saja, tapi juga berdampak di masa depan korban. Akibat dari
kelalaian pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas hal tersebut
berdampak terhadap korban bukan hanya luka fisik yang dapat menghambat
mereka dimasa depan, tetapi dari segi kesehatan pisikis korban juga.

Unsur dengan korban luka berat bahwa dalam penjelasan Pasal 229 Ayat (4)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dan juga berdasarkan Pasal 90 KUHP bahwa yang dimaksud dengan luka berat
yaitu luka yang mengakibatkan korban :
a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau
menimbulkan bahaya maut;
b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalakan tugas jabatan atau
pekerjan;
c. Kehilangan salah satu pancaindra;
d. Menderita cacat berat atau lumpuh;

e. Terganggu daya fikir selamat 4 (empat) minggu lebih;



f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga
puluh) hari;

Di dalam Islam peristiwa Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban
luka berat yakni cacat seumur hidup termasuk ke dalam perbuatan zalim yang
dilakukan oleh pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Perbuatan Zalim
terhadap orang lain adalah tindakan-tindakan menyakiti atau tindakan yang
akibatnya membawa penderitaan bagi orang lain, baik itu penderitaan fisik
maupun mental. Pelaku dapat dikatakan zolim karena mengambil hak-hak korban
yang sangat dibutuhkan oleh korban untuk keberlangsungan hidup di masa depan.
Dalam firman Allah SWT :

Cosea (2 3T B 15885 ¥ bl Gl T gl 5 Vg

Artinya :“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S.
Surah Asy-Syu’ara Ayat 183).

Tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan larangan kepada manusia untuk
mengurangi harta benda mereka, janganlah membuat kerusakan dibumi, larangan
menyamun serta janganlah merugikan manusia pada hak-haknya dan jangan-lah
membuat kerusakan dibumi.” Pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia
menurut Islam dalam tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara
apa pun dan dalam bidang apa pun.*®

Penjelasan diatas telah menyatakan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas
yang menyebabkan korban mengalami luka berat seperti cacat seumur hidup
merupakan tindakan merugikan orang lain. Dalam hal ini tindak pidana tersebut
yang menyebabkan seseorang menderita fisik dan pisikis merupakan hal yang
sangat dilarang oleh islam. Setiap orang yang melakukan kesalahan maka akan
mendapatkan hukuman menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku di
Indonesia. Lalu bagaimana peraturan perlindungan korban kecelakaan lalu lintas

yang menyebabkan cacat seumur hidup berdasarkan Undang-Undang. Apakah

13Syaikh Ahmad Syakir, Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Darus Sunnah Press,
2016), 1093.



hukuman yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban cacat seumur hidup yang dimana
korban menderita bukan hanya sekarang, tapi juga masa depannya. Dan
bagaimana pula pandangan hukum Islam dalam menanggapi tindak pidana ini.
Untuk menggali lebih lanjut terkait hal tersebut, penulis tertarik untuk
mengangkat dan mengulasnya dalam skripsi dengan judul : “Tinjauan Hukum
Pidana Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Perlindungan Terhadap Korban

Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut maka pokok permasalahan

dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan terhadap Korban Kecelakaan
Lalu Lintas yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai bentuk-bentuk
perlindungan  terhadapKorban  Kecelakaan Lalu Lintas yang
Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu sebagai

berikut :

1. Untuk Mengetahui bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan
kepadaKorban Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakitbatkan Cacat
Seumur Hidup.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai bentuk-
bentuk perlindungan TerhadapKorban Kecelakaan Lalu Lintas Yang

Mengakitbatkan Cacat Seumur Hidup.

D. Kegunaan Dan Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan dan manfaat menurut penelitian yang telah penulis kaji,

berkaitan dengan judul diatas, penulis memperolah beberapa kegunaan dalam



penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut :
1. Kegunaan Teoritis

a) Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan tentang bagaimana
tinjauan hukum pidana Islam terhadap peraturan perlindungan korban
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cacat seumur hidup.
Sehingga dapat di ketahui pemenuhan hak-hak dari pihak korban.

b) Secara teori, penelitian tersebut bisa dijadikan sebagai Sumbangan
dan referensi guna pengembangan ilmu pengetahuan dan perluasan
kepustakaan, terkhusus dalam Bidang Hukum. Dapat meningkatkan
pengetahuan dan pembentukan pola pikir baik itu untuk penulis
sendiri maupun pembaca. Serta untuk pemenuhan persyaratan
menyelesaikan studi di jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah
Siyasah), di Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Raden Fatah

Palembang.

2. Kegunaan Praktis

a) Pada dasarnya, hasil dari penelitian yang telah di tulis oleh penulis,
dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dan lainya. Khususnya
dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang sering terjadi di
negara ini seperti untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat,
pemerintah dan lainnya yang mencari kesempatan dalam tahta yang
didudukinya untuk kesenangan pribadi tanpa memikirkan akibat atas
perbuatannya.

b) Dapat dijadikan sebagai bahan atau pedoman bagi masyarakat,
terutama bagi para peneggak hukum, tokoh, agama dan para ulama
dalam menagakkan suatu keadilan terkhusus pada korban kecelakaan

lalu lintas yang mengakibatkan cacat seumur hidup.



E. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk skirpsi
yang secara spesifik dan mendetail membahas mengenai tinjauan hukum pidana
Islam terhadap peraturan perlindungan korban kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan cacat seumur hidup. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil
penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang akan dibahas oleh penulis
yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Enda Artika'* Tahun 2018 yang berjudul
Pandangan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Karena Kealpaan
Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban (Analisis Putusan Nomor:
1174/PI1D.B/2017/PN.PLG). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui sanksi
kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban menurut Undang-Undang
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui
sanksi kealpaan menurut tinjauan Figh Jinayah terhadap sanksi kealpaan yang
mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Hasil penelitian ini adalah sanksi tindak pidana kealpaan yang
mengakibatkan  hilangnya nyawa  korban  pada  putusan  nomor:
1174/Pid.B/2017/Pn.Plg terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun 6 (enam)bulan sudah tepat apalagi dilihat dari rangkaian kejadian dan
itikad baik dari pelaku atau terpidana terhadap korban serta Pidana Islam
mengatur mengenai kealpaan atau kelalaian ini yang biasa di sebut dengan
pembunuhan tidak sengaja dan termasuk dalam kategori jarimah Ta’zir yang
merupakan jarimah yang belum ada di dalam nash sehingga sanksi dari tindak
pidana dalam hukum Islam berupa diyat.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Reza Alfatah® tahun 2016 yang berjudul

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang

14Enda Atika, Pandangan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Karena
Kealpaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban (Analisis Putusan Nomor:
1174/Pid.B/2017/Pn.PIg),Skipsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana Islam,
(UIN Raden Fatah Palembang,2018).

15Reza Alfatah, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang
Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan dan Kerusakan Barang
(Studi Putusan Nomor: 589/Pid.Sus/2015/Pn.Bali),Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan
Hukum Pidana Islam, (UIN Sunan Ampel, 2016).



Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan dan
Kerusakan Barang (Studi Putusan Nomor: 589/Pid.sus/2015/PN.Bil). Tujuan
Penelitian ini untuk mengetahui secara jelas tentang sanksi pidana bagi
pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain
meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan barang menurut pasal 310
UU Nomor 22 Tahun 2009 untuk mengetahui secara jelas tentang sanksi pidana
bagi pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang
lain meninggal dunia, luka berat, dan kerusakan barang dalam prespektif figih
jinayah.

Hasil penelitian ini adalah penerapan pasal 310 ayat (4), pasal 310 (3), pasal
310 ayat (2), dan pasal 310 ayat (1) pada putusan PN Bangil dalam perkara No.
589/Pid.Sus/2015/PN.Bil merupakan dakwaan kumulatif yang telah di terapkan
pada putusan ini karena pada kasus kecelakaan ini berakibat korban meninggal
dunia, luka berat, luka ringan, dan kerusakan barang. Untuk hukuman yang dirasa
sangat rendah, hal itu diambil berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam kasus
tersebut dan juga melihat fakta-fakta di persidangan yang murni unsur kelalaian
(culpa) karena tidak ada niat sebelumnya dari terdakwa untuk membunuh serta
dalam hukum Islam sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya
menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal
dunia yang masuk kedalam pembunuhan karena kesalahan dihukum dengan diyat
dengan telah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban. Hukuman diyat yang
diberikan bisa berupa pemberian jaminana kesehatan, jaminan sosial terhadap
korban dan untuk anak yang ditinggalkan jika orang tuanya meninggal karena
kasus kecelakaan tersebut bisa diberikan jaminan Pendidikan.

Ketiga,Skripsi yang ditulis oleh Shelvian Anugrah Putra® berjudul Analisis
Yuridis Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pemakai Narkoba Yang Berakibat Korban
Luka Berat Dan Meninggal Dunia(Putusan Nomor: 208/Pid.B/2012/PN/LMP).

Tujuan Peneltian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara jaksa penuntut

16Shelvian Anugerah Putra, Analisis yuridis kecelakaan lalu lintas oleh pemakai narkoba
yang berakibat korban luka berat dan meninggal dunia (Putusan Nomor
208/Pid.B/2021/PN.LMG),Skripsi,(Kementrian  Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember,2016).

10



umum menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara Putusan No.
208/Pid.B/2012/PN.LMG dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta
untuk mengetahui antara dasar pertimbangan hakim mempidana terdakwa dengan
pidana penjara 8 (delapan) bulan dalam putusan No. 208/Pid.B/2012/PN.LMP
dengan fakta yang terungkat di dalam persidangan.

Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim mempidana terdakwa
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada terdakwa dalam perkara
Nomor : 208/Pid.Sus/2012/PN.LMP tidak sesuai dengan fakta yang terungkap
didalam ruang persidangan. Karena pada fakta yang terungkap didalam putuasn
pengadilan seharusnya majelis hakim lebih breani menjatuhkan pidana yang lebih
berat kepada terdakwa. Hal ini mengau kepada ketetapan concursus khususnya
concursus realis. Consrses realis dapat diberlakukan kepada terdakwa, karena
terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan melawan hukum, selain itu hakim
juga harus mempertimbangkan terdakwa adalah seorang polisi, dan tugas seorang
polisi seharusnya mengayomi masyarakat, tetapi didalam kenyataannya terdakwa
malah merasahkan masyarakat dengan perbuatannya melawan hukum yang telah

terdakwa lakukan.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak akan lepas dari menggunakan metode atau sarana
bagaimana orang tersebut melakukan tindakan dengan cara tertentu guna
mndapatkan hasil dan tujuan penelitian tersebut. Metode penelitian atau metode
riset adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,
yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk
mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik
tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-
jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam
bidang-bidang tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan
menginterpretasikan fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan kebenaran
teori atau membantah teori yang sudah ada dan/atau menciptakan teori baru, dan

dengan menggunakan metode statistik atau tidak, dengan tujuan akhir untuk dapat
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mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat
bagi umat manusia.'’

Selain itu, metodelogi penelitian hukum juga berfungsi untuk memberikan
pedoman tentang prosedur yang dapat dipelajari, dianalisis, dan dipahami oleh
peneliti tersebut. Itulah mengapa penting bagi peneliti untuk dapat memilih
metode penelitian yang sesuai saat melakukan penelitiannya. Berikut jenis dan
bentuk metode penelitian yang di akan digunakan oleh penulis.

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Penelitian Yuridis normatif ialah metode penelitian hukum yang
berlandaskan bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.*®
2. Jenis dan Sumber Data
Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data Primer dan data
Sekunder meliputi:
a. Bahan Hukum Primer
1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan
2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
3) Hukum Islam (Al-Qur’an dan al-Hadits)
b. Bahan Hukum Skunder
Bahan Hukum Skunder,yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan
dari bahan hukum primer dalam hal ini berupa teori-teori yang dikemukakan
oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah, artikel
ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan terkait
hukum skunder dan bahan hukum primer, seperti bahan-bahan melalui

literlatur pembantu atau pelengkap data dan bahan-bahan yang termuat

YMunir Faudy, Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep, (Depok: PT Raja
Grafindo,2018), 1-2.

8Soejono Soekanto dan sri mamudji “Penelitian hukum normatif suasu tujuan singkat”,
ed.1, cet 10”,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), 13
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dalam bentuk kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum
(law Dictionary), ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan lainnya.®
3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui
Studi Kepustakaan (Library Reseaerch), berupa dokumen-dokumen maupun
Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana
Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cacat seumur hidup.2°

Terhadap data pimer yang terlebih dahulu diteliti adalah kelengkapannya
dan kejelasannya untuk diklarifikasi serta dilakukan penyusuan secara
sistematis maupun konsisten untuk memudahkan melakukan analisis.

Data primer ini terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan data yang
paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian
ini.

Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun
secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis.
Dari hasil data penelitian dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis data
dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu metode analisis data
Deskriptif Analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan
dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku. Dalam Yuridis Normatif biasanya hanya
mempergunakan Sumber-sumber daya sekunder saja yaitu Buku-buku
kepustakaan, Peraturan Perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat
para pakar hukum terkemuka sehingga dapat menemukan kesimpulan.?!

Teknik logika deduktif yang merupakan teknik menganalisa data

dengan menarik sebuah kesimpulan dari data permasalahan yang sudah di

B¥1brahim, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung : Alfabeta, 2015), 88.

2Bambang Waluyo, ed II, “Penelitian Hukum Dalam Praktek.”, (Jakarta: Sinar
Grafika,2002), 34

21Seerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013),18
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dapat yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit yang
dihadapi.?

G. Sistematika Penulisan
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dan untuk memudahkan
pembahasan dalam penelitian ini, sehingga penulis membagi pemabahan ini
menjadi beberapa bagian Sub-bab agar bisa dijelaskan dan diuraikan secara rapi,
cepat dan mudah dipahami serta mendapat kesimpulan yang baik dan benar.
Adapun bagian-bagian tersebut diantaranya adalah :
BAB I
Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang : latar belakang,
rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian,
dan sistematika penulisan.
BAB Il
Bab ini berisikan mengenai tinjauan umum yang menjelakan tentang
pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan.
Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis. Adapun secara garis besar bab ini
adalah menjelaka tentang gambaran umum Undang-Undang nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Gambaran umum tentang diyat.
BAB Il
Bab ini merupakan bab yang berikan pembahasan. Pada bab ini nantinya
akan berisi pembahasan yang diteliti mengenai tinjauan hukum pidana terhadap
bentuk-bentuk perlindungan korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan
cacat seumur hidup dan tinjauan hukum pidana islam bentuk-bentuk perlindungan
korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cacat seumur hidup yang
menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini. Bab ini juga membahas tentang
bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap korban kecelakaan lalu
lintas yang mengakibatkan cacat seumur hidup.
BAB IV:

2pandu Yunandi, Bab IIl, Metode Penelitian, Kajian Hukum Transfer, (Purwekerto :
Universitas Purwekerto, 2017), 47.
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Bab IV ini berisi tentang penutup. Bab ini akan berisi penutup dari
penelitian yang berupa kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan akan diambil
berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya.
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai
bagian kota karena naluri dan kebutuhan pendudukan untuk bergerak atau
menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu
tempat ketempat lainnya.Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan
perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan
masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain
terdapat pengaruh tertentu mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap
ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya
kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia,
cideranya manusia dan kerugian secara meterial. 23

Lalu lintas (traffic) adalah kegiatan lalu-lalang atau gerak kendaraan, orang,
atau hewan di jalanan. Masalah yang dihadapi dalam berlalu-lintasan adalah
keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan
orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan
jalan sudah hampir penuh apalagi sampai melampaui, maka yang terjadi
kemacetan lalu lintas persoalan ini sering diracunkan sebagai persoalan angkutan.
24perngertian lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah (berjalan)
bolak-balik; hulu hilir: banyak kendaraan di jalan raya.?®

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan pada bab | ketentuan umum pada pasal 1 butir 2
mendefinisikan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu

Lintas Jalan.?®

Zpolri, 2009, Sosialisasi Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, di akese dari http://www.polri.go.id diakses pada 15-09-2023 pukul 13.20

24 alu Lintas dan Angkutan, di akese dari https://www.kajianpustaka.com, pada tanggal 15-
09 -2023 pukul 13.20

Shttps//kbbi.co.id/arti-kata/lalu+lintas diakses pada tanggal 15-09-2023 pukul 13.30

ZUndang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
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B. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 adalah suatu peristiwa di jalan
raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa
pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta
benda. Di dalam terjadinya suatu kejadian kecelakaan selalu mengandung unsur
ketidaksengajaan dan tidak disangka-sangka serta akan menimbulkan perasaan
terkejut, heran dan trauma bagi orang yang mengalami kecelakaan tersebut.
Apabila kecelakaan terjadi dengan disengaja dan telah direncanakan sebelumnya,
maka hal ini bukan digolongan kecelakaan lalu lintas, namun digolongkan sebagai
suatu tindakan kriminal baik penganiayaan atau pembunuhan yang berencana.?’

Di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan pengertian dari kecelakaan lalu lintas diuraikan pada BAB | Pasal
1 pada Butir ke 24 yaitu “Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di
jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa
pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta
benda.?

Menurut WHO (1984), Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu
lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan
cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Kecelakaan lalu
lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana
terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cidera, ataupun
kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit
diminimalisasi dan cendering meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan
banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Kecelakaan lalu lintas tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan
oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan

korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan.

Z’"Muhammad Syaeful Fajar, Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Kota
Semarang Menggunakan metode K-Means Clustering, Semarang, 2015, 8

Bhttps://www.kamusbesar.com/kecelakaan-lalu-lintas diakses pada tanggal 15-09-2023
pukul 13.40
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Kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi-situasi konflik antara
pengemudi dengan lingkungan, dimana pengemudi melakukan tindakan
menghindari sesuatu atau rintangan sehingga kemungkinan dapat menyebabkan
tabrakan atau kecelakaan lalu lintas.?®

C. Kesengajaan dan Kealpaan dalam Tindak Pidana
1. Kesengajaan

Diterimanya bentuk-bentuk kesalahan sebagai unsur tindak pidana yaitu
kesengejaan didasari oleh pemikiran bahwa aspek psikologi dari kejahatan
merupakan bagian dari tindak pidana dan segi yang salah dari aspek psikologis,
dari perbuatan ini akan menentukan kesalahan dari pembuat.®® Pendapat ini
sebenarnya dipengaruhi oleh teori finalitas dari Wazel, yang menjelaskan bahwa
perbuatan yang menempatkn semua unsur psikologis kejahatan, termasuk
kesengajaan ke dalam perbuatan. Perbuatan menurut teori ini dianggap sebagai
suatu peristiwa fisik yang tidak hanya digerakkan oleh perbuatan kemauan tetapi
juga dikendalikan dan ditentukan oleh niat seseorang.*!

Kesengajaan dalam bahasa Belanda disebut opzeteklijk dari kata opzet,
dalam bahasa Prancis disebut dolus, sedangkan dalam bahasa latin disebut doleus.
Menruut Oxford advanced learner’s dictionary kesengajaan adalah “that which
one purpose or plans to do”.3? Kesengajaan merupakan keinginan, kehendak atau
kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak
pidana maka dalam melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana
maka dalam melakukukan suatu, tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang

menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak

PMuchlisin Radi, Kecelakaan Lalu Lintas (Definisi, Jenis, Dampak, Penyebab dan
Perhitungan), di akses dari https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html,
Diakses pada tanggal 16-11-2023 Pukul 01.53.

%0Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Tinjauan Kritis Melalui
Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, (Jakarta: Prenademedia Group,2016), 239.

$1Mauladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:Alumni,
2010), 4.

%2Soedjono, Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981), 38
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pidana.®

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada saat ini
sama sekali tidak menerangkan tentang makna atau arti dari kesengajaan dalam
melakukan tindak pidana. Konsep KUHP baru yang akan datang bermaksud
merumuskan istilah kensengajaan dan juga kealpaan (culpa).

Kesengajaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana
disebut dengan kesengajaan yang berwana. Kesengajaan dapat tersusun dengan
frasa yang bermacam-macam serta mengandung pengertian yang berbeda-beda
antara rumusan yang satu dengan yang lainnya dalam unsur-unsur tindak pidana.®*
Ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

a. Kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk). Dalam VOS, definisi
sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki
perbuatannya.®

b. Kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian (opzet bij zakerheids-
bewustzijn). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan
perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar
dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti
perbuatan itu.

c. Kesengajaan dengan kesadaran tentang kemungkinan (opzet bij
mogelijkheids-bewustzijn). Kesengajaan ini didefinisikan sebagai
seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu
akibat tertentu. Akan tetepi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan
timbul akibatlain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.*®

Kesengajaan yang tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana biasanya
disebut dengan kesengajaan yang tidak berwarna. Kesengajaan yang tidak
berwarna ini tidak perlu dibuktikan apakah pembuat menghendaki atau

mengetahui bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang dirumuskan dalam

33Kansil CST, Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999),
287.

*1bid, 101.

% A.Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana |, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 225.

%Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002),
97.
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peraturan pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Ditambah kesengajaan
dan kealpaan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana
akan dilakukan penilaian secara normatif, bukan secara psikologi. Menurut
Schaffmeister, kesalahan normatif sebagai pencelaan kepada pembuat hanyalah
sebagai akibat dari kesalahan.®’

Unsur kesengajaan yang tidak tercantum di dalam rumusan tindak pidana
adalah sebagai suatu konsekuensi karena suatu tindak pidana tidak selalu
ditentukan pada adanya kehendak atau karena adanya kealpaan. Tidak harus
tercantumnya unsur kesengajaan ini juga merupakan konsekuensi bahwa
kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif. Tidak tercantumnya unsur
kesengajaan, maka penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah perbuatan itu
dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Tidak peduli apakah
pembuat melakukan tindak pidana dengan sengaja karena mengetahui atau
menghendaki.®

2. Kealpaan

Kealpaan yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang tidak ada
dasar niat untuk melakukan kejahatan tetapi karena kecerobohan atau kurang hati-
hatinya mengakibatkan terjadinya kejahatan.®® Van hammel menyatakan bahwa
kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:

a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.*°

b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh.

Pada prinsipnya seseorang dapat dikatakan sebagai mempunyai culpa di
dalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan
perbuatannya tanpa disertai “de nodige en megelijke voorzichtigheid en
oplettendheid” atau tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang
mungkin ia dapat berikan. Oleh karena itu Simons berpandangan bahwa culpa itu

pada dasarnya mempunyai dua unsur yakni “het gemis aan voorzichtgheid” dan

37D, Schafffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, Hukum Pidana. Editor J.E. Sahetapy
dan Agustinus Pohan, (New York: Cambrige Unisversity Press, 2007), 80

3%8|_eden Mapaung, Asas-Asas-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),15

3Wirjono Prodjodikoro, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta:
Pradnya Paramitha, 1997), 61.

“0Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 201

20



“het gemis van de voorzeinbaarheid” atau “tidak adanya kehati-hatian” dan
“kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul”.*!

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat dapat dibedakan menjadi
2 (dua) yaitu:

a. Kealpaan yang disadari (bewuste schuld), dalam hal ini, si pelaku telah
membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi
walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbl tersebut.*?

b. Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld), dalam hal ini, si pelaku
tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang
dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia
seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Akibat bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya,

yang terdari dari:

a. Kealpaan berat (culpa lata), dalam bahasa Belanda disebut dengan
merlijke shculd atau grove schuld, para ahli menyatakan bahwa kealpaan
berat ini tersimpul dalam “kejahatan karena kealpaan”.

b. Kealpaan ringan, dalam bahasa Belanda disebut sebagai lichte schuld,
para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh
karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat di dalam hal
pelanggaran buku 111 KUHP.%3

Salah satu pasal yang terdapat dalam KUHP yang merupakan kejahatan

kealpaan yakni 359 KUHP, dimana dapat dipidananya orang yang menyebabkan
matinya orang lain karena kesalahannya atau kealpaannya. Menurut Lamitang,
terkait ketentuan Pasal 359 KUHP tersebut diketahui bahwa bagi meninggalnya
seseorang itu undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur schuld atau culpa

pada diri pelaku.**

“IMoeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 217.

“2]bid, 15.

43p.AF. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa,
Tubuh dan kesehatan, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2010), 211.

4Gerry M. Rizki, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Permata Press, 2008), 120.
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D. Sanksi
1. Pengertian Sanksi

Pengertian sanksi menurut hukum pidana sanksi dalam kamus bahasa
Indonesia, berarti hukuman atau pelanggaran. Dalam hukum pidana, sanksi
disebutkan hukuman. Dalam hukum pidana, sanksi disebut dengan pidana atau
hukum. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya
dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh
sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.
Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang
diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau
tindak pidana yang dapat menganggu atau membahaykan kepentingan hukum.
Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi
perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana
diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.*® Sanksi
pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang
belaku.*®

2. Macam-Macam Sanksi Menurut KUHP

Macam-macam Sanksi Pidana sebagaimana telah diatur di dalam Bab Il
pidana pada Pasal 10 KUHP*’, sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana mati;

2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan

“Shttps//digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%2011.pdf diakses pada tanggal 15-09-2023 pukul
13.45

%S R. Siantari, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta:
Alumni Ahaem-Peteheam, 1996) 28

47Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10
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1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;

3. Pengumuman putusan hakim.

E. Korban

1. Tinjauan Umum Mengenai Korban

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan
antara satu dengan yang lainnya seringkali terjadi perselisihan dalam
pergaulannya sehari-hari, seringkali kita melihat pelanggaran hak asasi yang
dilakukan ketika bermasyarakat atau bernegara yang menyebabkan seseorang
menjadi korban kejahatan atas pelanggaran hak yang dimilikinya, sehingga di
perlukan perlindungan agar hak asasi manusia tidak di langgar. Begitupun
pemerintah yang dalam hal ini adalah sebagai pengatur sekaligus pelindung bagi
masyarakatnya.

Korban kejahatan secara sederhana dapat diartikan sebagai pihak yang
telah dirugikan atau telah mengalami penderitaan atas terjadinya suatu kejahatan
atau tindak pidana. Para ahli dan beberapa peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Korban mempunyai definisi yang beragam mengenai korban.

Arif Gosita, menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah
mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain
yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang
bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. “mereka” disini
dapat berarti: individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Lilik Mulyadi, juga menjelaskan bahwa dikaji dari prespektif ilmu
Victimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit.
Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau
dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal)
maupun di luar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban
penyalahgunaan kekuasaan (victim abuse of power). Sedangkan pengertian korban
dalam arti sempit dapat diartikan sebagai victim of crime yaitu korban kejahatan

yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari prespektif ilmu Victimologi ini
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pada hakikatnya korban tersebut hanya berorientasi kepada dimensi akibat
perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya seperti akibat
bencana alam bukanlah merupakan objek kajian dari Ilmu Victimologi.

Lebih lanjut Lilik Mulyadi juga menegaskan dari prespektif IImu
Victimologi, korban tersebut yang hanya berorientasi kepada dimensi akibat
perbuatan manusia, dapat diklasifikasikan secara global menjadi:

a. Koran kejahatan (victim of crime) sebagaimana termaktub dalam
ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (offender) diancam dengan
penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai
penal victimology dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan
tradisional, kejahatan kerah putih (white collar crime), serta victimless
crimes yaitu vicitmiasasi dalam kolerasinya dengan penegak hukum,
pengadilan dan lembaga pemasyarakatan;

b. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan(victim of abuse power). Pada
konteks ini lazim disebutkan dengan terminology political victimology
dengan ruang lingkup abuse of power, Hak Asasi Manusia (HAM) dan
terorisme;

c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang
bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang
bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang
lingkupnya bersifat economic victimology; dan

d. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan
bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga
sanskinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.

Berdasarkan pengertian dan definisi yang ada, selanjutnya dapat
dispesifikasi jenis Korban sesuai dengan tipologinya. Para ahli memiliki
prespektif berbeda terkait pembagian tipologi Korban, namun secara sederhana
dapat diklasifikasinya jenis korban sebagai berikut:

a.Primary Victimization, adalah korban individual. Korbannya merupakan
orangperorangan atau bukan kelompok.

b.Secondary Victimization, Korban merupakan kelompok seperti badan
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hukum.

c. Tertiary Victimization, Korban merupakan masyarakat luas

d.Mutual Victimization, Korban merupakan pelaku, misalnya pelacuran,
perzinahan, narkotika, dan lain-lain.

e.No Vicimization, Korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen

yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

2. Hak-Hak Korban Tindak Pidana

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalambeberapa undang-undang
yaitu KUHP, KUHAP dan UU PSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan
dalamPasal 14 C dalamhal hakimakan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan
adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama
dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalamwaktu
tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau
sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.

Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika
perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh
pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakimketua
sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk
menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

Pengaturan hak-hak korban mengalami kemajuan yang sangat besar dalam
UU PSK, yaitu hak-hak korban mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak
bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya
hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan
hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya dan hak-hak korban
tersebut dapat diberikan dalam semua tahap peradilan pidana dalamlingkungan
peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,*® ruang lingkup hak-hak
korban antara lain:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta

48Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
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bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan
kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalamprosesmemilih dan menentukan bentuk perlindungan

dan dukungan keamanan;

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

d. Mendapat penerjemabh;

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f. Mendapatkan informasimengenai per-kembangan kasus;

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. Mendapat identitas

baru;
i. Mendapatkan tempat kediaman baru;
J. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
K. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
I. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
perlindungan berakhir.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban (UU PSK) mengatur bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi
manusia yang berat, selain berhak atas hakhak tersebut diatas, juga berhak untuk
mendapatkan:

a. Bantuan medis; dan
b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga
memberi hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk
mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, dan terror
dan kekerasan dari pihak manapun. Perngadilan HAM dapat memberikan
kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban atau ahli warisnya. Namun,
pengaturan hak-hak korban ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena
peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh
undang-undang belum dibentuk. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) mengatur bahwaa korban

26



melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia
yang berat;
b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab
pelaku tindak pidana.

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau
laporannya. Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat
besaratas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di
pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan
di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada
berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban tersebut dapat pula
didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan
didampingi oleh pejabat yang berwenang. Korban tidak dapat dituntut secara
hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang,
atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangan tidak dengan itikad
baik.

G. Perlindungan Hukum Terhadap Korban
1. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan bahwa Korban Kejahatan
dalam sistem peradilan pidana cenderung dilupakan dan kurang diberikan
perhatian (dalam kontesk pengakuan hak-hak asasinya). Perhatian terhadap
Korban tidaklah sepadan dengan perhatian dan pengakuan hak-hak Pelaku.
Padahal dalam konteks penegakan hukum disebuah negara yang mendasarkan
dirinya sebagai negara hukum, seharusnya perhatian yang diberikan negara
terhadap Pelaku dan Korban kejahatan adalah sepadan sesuai dengan amanah
konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara adalah sama
kedudukannya dihadapan hukum. Pada dasarnya persoalan tidak keseimbangan
hak antara korban dan pelaku ini harus dipandang secara adil dalam konteks
perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal melingkupi

skala nasional maupun internasional. Dalam prespektif hak asasi manusia secara

27



nasional maupun internasional, mengganggap perlindungan hukum terhadap
Korban sangat urgen. Oleh karena itu secara normatif Korban Hams harus
diberikan hak-hak perlindungan baik berupa perlindungan hukum maupun
perlindungan khusus.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak
pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

a. Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban
tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum
seseorang).

b. Dapat  diartikan  sebagai  perlindungan  untuk  memperoleh
jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah
menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban).
Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi),
pemulihan kesimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian
ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial),
dan sebagainya.

Mardjono Reksodipuro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa
alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:

a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian
kepada permasalahan dan peranan perlaku kejahatan (offender-centered);

b. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan
melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang
berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalu survai tentang korban
kejahatan (victim surveys);

c. Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional
(kejahatan-kejahatan; street crime) tidak kurang pentingnya untuk
memberi perhatian kepada porban kejahatan non konvensiobal (a.i.
kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih) maupun korban dari
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of economic power and/or public
power).

Sementara itu Muladi menyebutkan ada beberapa argumentasi mengapa korban
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kejahatan perlu dilindungi, yaitu:

a. Pertama,proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian, baik
dalam arti umum maupun arti konkret. Dalam arti umum, proses
pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai
dengan asa legalitas, yang menegaskan bahwa, baik poena maupun crimen
hams ditetapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas
diri seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkret, proses pemidanaan
berkaitan dengan penetapan pidana melalui insfraktuktur penitensier
(hakim, petugas lembaga pemasyarakat dan sebagainya). Di sini,
terkandung didalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis
pada satu pihak dalam masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem
kepercayaan yang melembaga (system of instituonalized trust). Tanpa
kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik,
sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku.

b. Kedua, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi
korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas
sosial. Yang pertama, menyatakan bahwa negara boleh dikatakan
memonopoli seluruh aksi sosial terhadap kejahatan dan melarang
tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi
kejahatan dan membawa korban, negara hams bertanggung jawab untuk
menyatakan bahwa negara hams menjaga warganegaranya dalam
kesulitan, melalui kerjasama dalam bermasyarakat berdasarkan atau
menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa
dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan
hak.

c. Ketiga, perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah
satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni
penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya
tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai
dalam masyarakat. hal ini juga diadopsi dalam Rancangan Konsep KUHP

Nasional yang baru (Pasal 47 ayat 1 ke 3).
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Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut diatas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan yang
mengakibatkan cacat seumur hidup, dapat dimaknai sebagai upaya
mengembalikan hak-hak korban hingga terpulinkan seperti sedia kala
sebagaimana sebelum tindak pidana yang terjadi. Negara dalam konteks ini
bersikap progresif untuk menuntut Pelaku bertanggungjawab atas pemulihan
Korban di satu sisi. Sementara itu di sisi lain negara bertanggungjawab atas
kelalaiannya menjaga warganya dari akibat pidana (prespektif korban) dan juga
negara bertanggungjawab atas kelengahannya mengantisipasi terjadinya peristiwa
jahat (prespektif situasi dan kondisi serta motivasi Pelaku berani melakukan
perbuatan jahatnya).

Secara sosiologis, perlindungan hukum terhadap korban juga dimaknai
sebagai upaya negara menciptakan keharmonisan hubungan kepercayaan terhadap
warganya dengan mewujudkan jaminan pelayanan berupa penegakan hukum yang
adil hingga warganya tidak melakukan ancaman atau perbuatan main hakim
sendiri. Sebagaimana dalam konsepsi teori kontrak sosial, negara diberikan hak
untuk mengelola dan mengatur warganya dengan persyaratan bahwa negara dapat
memberikan jaminan perlindungan tersebut maka sudah tentu mandat dari warga
negara tersebut akan terdistorsi dengan sendirinya. Maka tidak heran jika
kemudian warga negaranya menjadi kecewa dan tidak lagi mengindahkan negara.

Selain itu secara fungsional, perlindungan hukum terhadap korban pidana
kecelakaan lalu lintas dimaknai sebagai bagian utama dari kebijakan pencegahan
dan penanggulangan kejahatan. Tidak mungkin dapat melakukan pencegahan dan
penanggulangan secara tepat, jika tidak memperhatikan permasalahan korban
secara tepat. Karena kejahatan pada dasarnya merupakan hasil hubungan antara
fenomena pelaku kejahatan di satu sisi dengan mendapatkan penanganan yang
tepat dari negara maka sudah tentu akan terjadi apatisme dan sinisme terhadap
sistem hukum dan peradilan, yang kemudian secara gonditio sine quanon akan

menyebabkan kejahatan akan sulit ditanggulangi.
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2. Perlindugan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi ditinjau
Prespektif Teori dan Norma

Pada dasarnya terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap
Korban, salah satu diantaranya adalah pemberian ganti rugi atau restitusi.
Setidaknya terdapat lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut
Galeway, yaitu:

a. Meringankan penderitaan korban;

b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;

c. Sebagai salah satu cara rehabilitasi terpidana;

d. Meperoleh proses peradilan;

e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk
tindakan balas dendam;

Ganti kerugian yang diberikan kepada korban dapat dibedakan antara yang
dibayarkan oleh institusi resmi dari dana negara (disini akan dinamakan
kompensasi atau compesation) dan yang dibayarkan oleh pelaku (dinamakan
restusi atau restitution). Kemungkinan pembayaran dalam bentuk kompensasi
dapat di bag dua. Pertama, negara merasa bertanggungjawab atas terjadinya
peristiwa tersebut, karena tidak mampu melindungan korban dari ancaman pelaku.
Kompensasi ini dapat diberikan dalam bentuk fasilitas pengobatan secara cuma-
cuma sampai korban sembuh kembali. Bentuk lain adalah bentuan untuk
mengganti penghasilan yang hilang (ini tentu sangat diperlukan untuk korban
yang kurang mampu), biaya penasihat hukum untuk membela kepetnigan korban
dan menghadapi pelaku (dan meminta restitusi dari pelaku), ganti rugi karena
timbulnya cacat badan dan bentuk-bentuk lain yang serupa.

Pada dasarnya ganti kerugian mempunyai dua dimensi yaitu dimensi hukum
perdata dan hukum pidana. Adapun ganti kerugian dalam aspek hukum hukum
pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi dan restitusi. Kompensasi
adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada Korban sebagai bentuk
pertanggungjawaban akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan restitusi
merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang

berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku melalui pertanggungjawaban
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pidananya mengganti kerugian korban.

Ditinjau dari prespektif normatif, pengertian atau ruang lingkup, objek
tindak pidana, dan mekanisme, serta daya paksa eksekusi restitusi yang diatur
oleh peraturan perundang-undangan berbeda-beda, secara rinci dapat dijelaskan
sebagai berikut: Pertama, terkait dengan pengertian dan ruang lingkup restitusi.
Pengaturan restitusi menurut UU PSK selanjutnya secara teknis diatur secara rinci
dalam PP No. 44 Tahun 200, Restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian dapat
berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan
atau penderitaan, atau penggantian biaya unuk tindakan tertentu. Senada dengan
ketentuan tersebut, PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tatat Cara Perlindungan
terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat mendefinisikan
Restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau
keluargganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat beripa pengembalian harta
milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau
penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Dengan demikian menurut kedua peraturan ini, ruang lingkup kerugian yang
dapat dituntut tidak hanya dari kerugian materiil saja, akan tetapi juga melingkup
kerugian immateriil. Hal ini sama dengan restitusi yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, yang didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan
kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli
warisnya.

Kedua, terkait dengan objek tindak pidana yang dapat dituntutkan restitusi,
peraturan perundang-undangan mengatur secara berbeda. UU PSK sebagaimana
terdapat dalam PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi,
dan Bantuan kepada Saksi dan Korban mengatur objek tindak pidananya adalah
kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Sedangkan KUHAP
mengatur objek tindak pidana yang dapat dituntutkan ganti kerugian adalah semua
tindak pidana.

Ketiga, secara teknis permohonan ganti kerugian dapat diajukan melalui
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penuntut umum sebelum pembacaan tuntutan pidana. Apabila hakim memutuskan
mengabulkan gugatan ganti kerugian tersebut maka dengan sendirinya mempunai
kekuatan hukum tetap jika putusan pidananya juga mendapatkan kekuatan hukum
tetap. Keempat terkait dengan daya paksa eksekusi restitusi. Restitusi tidak
memberikan klausul mengenai kekuatan memaksa berupa sanksi terhadap
pelaksanaan restitusi yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian pelaksanaan
restitusi sepenuhnya digantungkan pada itikad baik dari pelaku.

Pada dasarnya kedua permasalahan (problema normatif dan praktek) di atas
dapat dikaji dan dianalisis secara teoritis melalui teori sistem peradilan pidana
terpadu (intergrated criminal justice). Maim dan sistem peradilan terpadu ini
menurut Muladi adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang
dapat dibedakan dalam :

a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam
kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum.

b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat
vertikan dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

c. Sinkronisasi  kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam
menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap falsafah yang secara

menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

H. Hukum Pidana Islam

Secara garis besar, pembahasan hukum pidana Islam dapat dibedakan
menjadi dua. Ada yang menyebut figh jinayah dan ada pula menjadikan figh
jinayah sebagai subbagian yang terdapat di bagian akhir isi sebuah kitab figh atau
kitab hadis yang corak pemaparannya seperti Kitab figh.

Kitab yang secara khusus dinamakan sebagai figh jinayah memiliki
sistematika pembahasan yang lebih terperinci, aktual, dan akomodatif.
Sebaliknya, kitab yang belum secara khusus dinamakan sebagai kitab figh
jinayah, sistematikan pembahasannya masih sederhana. Di bagian pertengahan
atau akhir pembahasannya, figh jinayah dijelaskan dalam subjudul <& l-ni ) Glis

dan 2 ¢ 3l & US| di samping itu, ada yang juga yang hanya dengan memberikan
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judul & Uad ) & s,

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian
figh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) al-rukn al-syar’i atau
unsur fomil, 2) al-rukn al-madi atau unsur materiil, dan 3) al-rukn al-adabi atau
unsur moril.

Al-rukn al-syar’i atau unsur fomil ialah unsur yang menyatakan bahwa
seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang yang
secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Al-rukn al-madi atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan bahwa
seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah
jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang
bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

Al-rukn al-adabiatau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa
seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau
sedang berada di bawah ancaman.

Sltulah objek utama kajian figh jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur
tindak pidana atau arkan al-jarimah. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi
pembahasan, di mana hal ini erat hubungannya dengan unsur materiil atau al-rukn

al-madi.*®

I. Macam-Macam Sanksi Menurut Figh Jinayah
Objek utama kajian figh jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu
sebagai.
1. Jarimah gishash yang terdiri atau:
a. Jarimah pembunuhan.
b. Jarimah penganiayaan.
2. Jarimah hudud yang terdiri atas:
a. Jarimah zina.
b. Jarimah gadzf (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina).

c¢. Jarimah syurb al-kahmr (meminum minuman keras).

4SAbd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: AMZAH, 2018), 8
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d. Jarimah al-baghyu (pemberontakan).

e. Jarimah al-riddah (murtad).

f. Jarimah al-sarigah (pencurian).

g. Jarimah al-hirabah (perampokan).

3. Jarimah ta’zir, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas
diatur oleh al-qur’an atau hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya
ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan
tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan
dalam diri manusia,

Kesepuluh macam jarimah di atas akan penulis paparkan secara berurutan
berserta dalil-dalilnya. Setelah itu, akan dipadukan dan dibandingkan dengan
berbagai  kasus tindak pidana kontemporer, seperti masalah pekerja seks
komersial (PSK), gerakan saparatis di NKRI, money laundering, narkoba, dan

tindak pidana korupsi.

1. Pengertian Jarimah Qishash

Secara etimologi gishash berarti mengikuti; menelusuri jejak atau langkah.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

Ui Lan 05 e 13538° a5 U6 W aui 9

Artinya : “Musa berkata, “ltulah (tempat) yang kata cari.” Lalu keduanya
kembali, mengikuti jejak mereka semula”. (QS. Al-Kahfi (18): 64)

Adapun arti gishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurnani,
yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti
tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu
dalam Al-Mu jam Al-Wasit , gishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum
kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan,
nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota dibalas anggota
tubuh.

a. Pembunuhan sengaja.

b. Pembunuhan semi-sengaja.
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¢. Pembunuhan tersalah.

Ketiga macam pembunuhan di atas disepakati oleh jumhur ulama, kecuali
Imam Malik. Mengenai hal ini, Abdul Qadir Audah mengatakan, perbedaan
pendapat yang mendasar bahwa Imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan
semi-sengaja, karena menurutnya di dalam Al-Qur’an hanya ada jenis
pembunuhan sengaja dan tersalah. Barangsiapa menambah satu macam lagi,
berarti ia menambah ketentuan nash.

Dari tiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman gishash
hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja.
Nash yang menwajibkan hukuman gishash ini itdak hanya berdasarkan Al-Qur’an,
tetapi juga hadis Nabi dan tindakan para sahabat.

Ayat di atas mewajibkan hukuman qishash terhadap pelaku jarimah
pembunuhan secara sengaja. Adapun dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi
hukumannya berupa diyat. Demikian juga pembunuhan sengaja yang dimaafkan
oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumannya berupa diyat.

Adapun sebuah jarimah dikategorikan sengaja, di antaranya dijelaskan oleh
Abu Ya’la sebagai berikut.

“Jika pelaku sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam, seperti; atau

dengan sesuatu yang dapat melukai daging, seperti melukainya dengan besi;

atau dengan benda keras yang biasanya dapat dipakai membunuh orang,

seperti batu dan kayu; maka pembunuhan itu disebut sebagai pembunuhan

sengaja yang pelakunya harus diqishash.”

Selain itu, pendapat yang lain dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah
sebagai berikut:

“Jika pelaku tidak sengaja membunuh tetapi ia sekedar bermaksud
menganiaya, maka tindakannya tidak termasuk pembunuhan sengaja,
walaupun tindakannya itu mengakibatkan kematian korban. Dalam kondisi
demikian, pembunuhan itu termasuk ke dalam kategori pembunuhan sengaja
sebagaimana dikemukakan oleh ulama figh.”
Perbedaan mendasar antara diyat ringan dan diyat berat terletak pada
jenis umur unta. Dari segi jumlah unta, antara diyat ringan dan diyat berat sama-
sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, kalau diyat ringan hanya terdiri dari 20

ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain umur 1-2 tahun, 20 ekot yang lain 20
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2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta yang lain umur 4-5
tahun. Sedangkan diyat berat terdiri dari tiga kategorikan terakhir di atas ditambah
40 ekot unta yang disebut dengan khalifah, yaitu unta yang sedang mengandung
atau bunting. Kasus aktual tentang uang diyat ini terkait kasus Darsem (tahun
2011), seorang TKW asal Subang, Jawa Barat yang dituntut membayar diyat
sebesar 4,7 miliar rupiah. Sunggu besar apabila dibandingkan dengan harga 100
ekor unta, walaupun 40 ekor di antaranya berupa unta bunting.

Sementara itu mengenai pembunuhan semi-sengaja dan tersalah, sanksi
hukumannya berupa diyat mukhaffafah (diyat ringan), bukan diyat mughallazah
(diyat berat). Sebab, diyat mughallazah diberlakukan pada pembunuhan sengaja
yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban. Lebih lanjut mengenai pembunuhan
semi-sengaja dan tersalah, dapat dilihat dalam buku-buku figh. Intinya kategori ini
didasarkan atas niat, motivasi, teknis, cara, dan alat yang dipakai.

Sementara itu qishash yang disyariatkan karena melakukan jarimah

penganiayaan, secara eksplisit dijelaskan oleh Allah SWT sebagai berikut:

Gl ¥ T il iy il Gially udlily (bl (5 b pgile LA
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Artinya : “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat)

bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan

hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada
gishashnya.” (QS. Al-Ma’idah (5): 45)

Dalam kajian ushul figh, ayat ini termasuk salah satu syariat umat sebelum
Islam yang diperselisihkan oleh ulama. Di satu sisi ayat ini merupakan salah satu
bentuk hukum yang tidak secara tegas dinyatakan berlaku bagi umat Islam, tetapi
di sisi lain tidak terdapat keterangan yang menyatakan sudah terhapus dan tidak
berlaku lagi.

Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Al-Arabi, (Surah Al-Ma’idah ayat

45) memberitahu bahwa di kalangan mereka (orang-orang Yahudi) diwajibkan
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sebuah ketentuan di mana jiwa yang dirampas di kalangan mereka harus dibayar
dengan jiwa. Kalau ketentuan semacam ini di dalam agama Kita juga dianggap
wajib, menurut salah satu dari dua pendapat dan (pendapat yang mengatakan juga
wajib bagi umat Islam) ini merupakan pendapat yang benar. Artinya, ketentuan
dalam agama Islam juga (sama dengan mereka), jiwa dibalas dengan jiwa.
Adapun hukum balas-membalas nyawa kita dengan nyawa mereka, hal ini jelas,
bukan sesuatu yang dikehendaki Al-Qur’an dan juga bukan sebagai tujuan
didatangkannya agama Islam.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pendapat jumhur ulama lebih kuat
daripada pendapat-pendapat lain, sehingga gishash terhadap anggota badan masih
tetap berlaku dengan sanksi-sanksi hukum yang beragam satu sama lain sesuai
dengan jenis, cara, dan di bagian tubuh mana jarimah penganiayaan itu terjadi.
Adapaun jenis-jenis jarimah penganiayaan, yaitu sebagai berikut.

a. Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya, seperti
memotong tangan, kaki, atau jari; mencabut kuku; mematahkan hidung;
memotong zakar atau testis; mengiris telinga; merobek bibir; mencungkil
mata; melukai pelupuk dan bagian ujung mata; merontokkan dan
mematahkan gigi; serta menggunduli dan mencabut rambut kepala,
janggut, alis atau kumis.

b. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota
tubuh tersebut masih utuh. Misalnya, merusak pendengaran, membutakan
mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban
bisu, membuat korban impoten atau mandul, serta membuat korban tidak
dapat menggerakkan tangan dan kakinya (lumpuh). Tidak hanya itu,
penganiayaan dari sisi psikis, seperti intimidasi dan teror, sehingga
korban menjadi stress atau bahkan gila, juga termasuk ke dalam kategori
ini.

c. Melukai di bagian kepala korban. Penganiayaan di bagian kepala dan
wajah korban dalam bahasa Arab, terdapat perbedaan istilah antara
penganiayaan kepala dan tubuh. Penganiayaan di bagian kepala disebut

Al-Syajjaj, sedangkan di bagian tubuh disebut Al-Jirahah. Lebih jauh,
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Abu Hanifah secara khusus memahami bahwa istilah Al-Syajjaj hanya
dipakai pada penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah, tepatnya di
bagian tulang, seperti tulang dahi, kedua tulang pipi, kedua tulang
pelipis, dan tulang dagu. Abu Hanifah tidak menggunakan istilah ini
untuk penganiayaan terhadap kulit kepala atau wajah. Semestara itu,
ulama-ulama figh pada umumnya tidak hanya membatasi pada
penganiayaan bagian tulang kepala dan wajah, tetapi semua jenis
penganiayaan yang melukai bagian tersebut.

d. Melukai di bagian tubuh korban.

e. Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.

Dengan merinci jenis-jenis luka di bagian kepala dan wajah, Abu Hanifah

mengemukakan sebelas istilah yang berbeda satu sama lain, yaitu sebagai berikut.

a. Al-Kharisah, yaitu pelukaan pada bagian permukaan kulit kepala yang
tidak sampai mengeluarkan darah.

b. Al-Dami’ah, yaitu pelukaan yang berakibat keluar darah tetapi hanya
menetes seperti dalam tetesan air mata.

c. Al-Damiyyah, yaitu pelukaan yang berakibat darah mengucur keluar
cukup deras.

d. Al-Badi’ah, vyaitu pelukaan yang berakibat terkoyaknya atau
terpotongnya daging di bagian kepala korban.

e. Al-Mutalahamah, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging
bagian kepala lebih banyak dan lebih parah dibandingkan pada kasus Al-
Badi’ah. Dua istilah terakhir ini memang sangat mirip, sehingga
Muhammad bin Yusuf Al-Syaibani menganggap bahwa Al-Badi’ah lebih
parah daripada Al-Mutalahamah. Menurutnya, Al-Badi’ah ialah pelukaan
yang dapat mengoyak daging, mengeluarkan darah, dan bekas lukanya
berwarna hitam.

f. Al-Samhag, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging sehingga
tampak lapisan antara kulit dan tulang kepala. Istilah ini disebut juga Al-
Syajjah.

g. Al-Mudihah, yaitu pelukaan yang lebih parah daripada Al-Samhag.
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Tulang korban mengalami keretakan kecil, seperti goresan jarum.

h. Al-Hasyimah, yaitu pelukaan yang berakibat remuknya tulang korban.

I. Al-Manqgalah, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang korban
menjadi remuk dan bergeser dari tempatnya semula.

J- Al-Amah, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang menadji temuk
dan bergeser, sekaligus tampak lapisan tipis antara tulang tengkorak dan
otak.

k. Al-Damighah, yaitu penganiayaan yang lebih parah daripada Al-Amah.
Lapisan tipis antara tulang tengkorang dan otak menjadi robek dan
menembus otak korban.

Dari beberapa istilah yang dikemukakan oleh para ulama, tampak jelas
bahwa masalah-masalah mendetail seperti ini sudah menjadi bahan perbincangan
ulama klasik. Namun, sayangnya semua hanya sebatas teori dan luput dari
perhatian tim perumus undang-undang pidana atau justru mereka beranggapan
bahwa apa yang diungkapkan para ulama tidak membumi, kolot, dan tidak
menarik.

Penganiayaan yang tidak mengakibatkan bekas luka yang tampak dari luar;
tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf, atau luka
dalam di bagian organ vital.

2. Pengertian Jarimah Hudud

Secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk jamak dari kata hud yang
berarti larangan atau pencegahan. Adapun secara terminologis, Al-Jurjani
megartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan
secara haq karena Allah SWT. Dengan demikian, had atau hudud mencakup
semua jarimah baik hudud, gishash, maupun diyat; sebab sanksi keseluruhannya
telah ditentukan secara syara’.

Nawawi Al-Bantani mendefinisikan hudud, yaitu sanksi yang telah
ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu
pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan
peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.

Macam-macam hudud ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis
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hudud, yaitu sebagai berikut:

a. Hudud yang termasuk hak Allah

b. sHudud yang termasuk hak manusia.

Menurut Abu Ya’la, hudud jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang
wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang
diperintahkan, seperti shalat, puasa zakat, dan haji. Adapun hudud dalam kategori
kedua adalah semua jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia
melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar.

Hudud jenis kedua ini terbagi menjadi dua. Pertama, hudud yang
merupakan hak Allah, seperti hudud atas jarimah zina, meminum minuman keras,
pencurian, dan pemberontakan. Keuda, hudud yang merupakan hak manusia,
seperti had gadzf dan gishash. Jika ditinjau dari segi materi jarimah, hudud terbagi
menjadi tujuh, yaitu hudud atas jarimah zina, gadzf, memimun minuman keras,

pemberontakan, murtab, pencurian, dan perampokan.°

S0Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: AMZAH, 2019), 3-17.
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BAB I
PEMBAHASAN
A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu
Lintas yang Mengakibatkan Cacat Seumur Hidup
Kecelakaan lalu lintas menurut 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan
berbunyi:

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka
dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan
lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”

Penggolongan kecelakaan lalu lintas terdapat pada Pasal 229 yang berbunyi (1)
Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;

b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau

c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau
barang.
(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan
dan/atau barang.
(4) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c
merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka
berat.

Korban luka berat sebagaiamana yang dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang

Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan berbunyi

“korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf b, adalah korban
yang karena luka-lukanya menderita cacad tetap atau harus dirawat dalam jangka
waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.”

Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan,
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ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.®!

Selanjutnya, pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menerangkan hak korban atas
kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh antara lain :

1. Berhak mendapatkan pertolongan dari pihak yang bertanggungjawab atas

kecelakaan lalu lintas:
2. Berhak atas ganti rugi atas terjadinya kecelakaan lalu lintas;
3. Berhak atas santunan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh
pihak perusahaan asuransi.>

Ada faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum bagi
korban kecelakaan lalu lintas, salah satunya adalah faktor desain hukum pidana.
Apabila ditelusuri hukum pidana dikaji dan prespektif viktimologi yang
mengkonsentrasikan aspek-aspek perlindugan hukum bagi korban tindak pidana
belum ditemui suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana yang
berorientasikan kepada perlindungan hukum bagi korban dan perhatian hukum
pidana masih dengan sejalan paradigma lama memperhatikan kepentingan
tersangka atau terdakwa. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 359 yang berbunyi
“barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.” Yang dapat dituntut menurut pasal ini
jika dicontohkan kealpaan (culpa) kasus pengemudi mobil di jalan kota menabrak
orang yang menyebakan matinya orang tersebut lain misalnya pengemudi mobil
dengan kecepatan tinggi di tempat yang ramai orang mungkin juga karena rem
rusak atau sedang mabuk.>

Menurut R. Sugandhi bahwa pasal ini adanya kesamaan pada Pasal 359,
hanya bedanya pada Pasal 359 berakibat matinya korban, sedangkan pada Pasal
360 berikbat luka berat. Klasifikasi luka berat dijelaskan di dalam Pasal 229 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

>1Pasal 229 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

>2Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

SLeden Marpaung, Unsur-Unsur yang Dapat Dihukum (delik), (Jakarta: Sinar
Grafika,2012), 15
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Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban:

1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan
bahaya maut;

2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau
pekerjaan;

3. Kehilangan salah satu pancaindra;

4. Menderita cacat berat atau lumpuh;

5. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;

6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau

7. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari®

Kerugian yang dapat dialami oleh korban bisa bersifat materiil yang
lazimnya dinilai dengan uang dan yang bersifat immateriil yang perasaan takut,
sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya. Dalam prespektif normatif, korban
dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu “Korban adalah
seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi
yang diakibatkan oleh sautu tindak pidana”.

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban
kecelakaan lalu lintas luka berat (cacat seumur hidup) mempunyai hak-hak yang
dapat diperolehnya sebagai korban. Hak-hak tersebut mencakup:

1. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti
kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti
kerugian pihak pelaku dan taraf Kketerlibatan pihak korban dalam
terjadinya kejahatan dan delinkuensi tersebut.

2. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi
karena tidak memerlukannya).

3. Mendapatkan restitusi/lkompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban
meninggal dunia karena tindakan tersebut,

4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.

%llman Jadi, Batasan Luka Berat dan Luka Ringan dalam Kecelakaan Lalu Lintas, di
akses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-luka-berat-dan-luka-ringan-dalam-
kecelakaan-lalu-lintas-1t5154efa61a191/#! Diakses pada tanggal 23-10-2023 pukul 06.13
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5. Mendapat hak miliknya kembali, mendapatkan perlindungan dari

ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;

6. Mendapat bantuan penasihat hukum,

7. Mempergunakan upaya hukum (rechtmidden).>

Selain itu, Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa setiap korban kecelakaan lalu
lintas berhak memperoleh bantuan pertama berupa perawatan pada rumah sakit
terdekat.

Dalam memperoleh Hak, korban kecelakaan lalu lintas dapat mengikuti
prosedur yang telah berlaku guna mencapai pemenuhan hak dan perlindungan
pada korban kecelakaan lalu lintas.

Tahapan prosedur yang diperoleh oleh korban sebagai hak, antara lain:
1. Pertolongan dan perawatan, Pasal 240 Undang-undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan hak korban
ini biasa diperoleh korban dari pihak yang bertanggung jawab atas
terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah.

2. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.

3. Memberikan pertolongan kepada korban.

4. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian terdekat.

5. Memberikan informasi terkait dengan kejadian kecelakaan.

Adapun pemenuhan hak yang harus di dapatkan oleh korban yakni ganti
rugi. Ganti rugi adalah satu hak korban atas kecelakaan lalu lintas dari pihak yang
bertanggung jawab akibat dari terjadinya kecelakaan. Mengenai kewajiban dan
tanggung jawab penemudi kendaraan, pemilik, dan perusahaan angkutan. Namun,
dalam pelaksanaannya ganti rugi atas bantuan tersebut tidak serta merta
menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 230
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas pelaksanaannya

sebagaimana ketentuan Pasal 239 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

>SArif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan),(Jakarta: PT. Bhuana
IiImu Populer, 2004), 96
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tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah menjelaskan bahwa
pemerintah membentuk sebuah perusahaan asuransi yang mempunyai
kewenangan pada kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yaitu pemerintah mempunyai PT. Jasa Raharja yang tugas dan
fungsinya ada 2 (dua) yaitu :

1. Memberikan santunan pada setiap terjadinya kecelakaan yang
mengkibatkan adanya korban kecelakaan lalu lintas darat, laut, udara dan
penumpang kendaraan umum.

2. Menghimpun dana pajak kendaraan bermotor melalui Samsat yang mana
dana itu nantinya untuk membayar santunan kepada korban kecelakaan
lalu lintas.%®

Keselamatan Bertransportasi di Indonesia merupakan salah satu tujuan dan

program yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Jasa Raharja selalu
berupaya untuk menciptakan rasa aman, tertib, lancar, nyaman dan selamat dalam
berkendaraan. Dengan semakin padatnya arus lalu lintas jalan raya di Indonesia,
membawa konsekwensi logis terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
Sehingga dengan adanya PT. Jasa Raharja telah merealisasikan melalui program
asuransi sosial, antara Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum
yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab.

Adapun ketentuan cara untuk memperoleh santunan, adalah sebagai berikut:

1. Menghubungi kantor Jasa Raharja terdekat

2. Mengisi formulir pengajian dengan melampirkan, laporan Polisi tentang
kecelakaan Lalu Lintas dari Unit Lakasatlantas Polres setempat dan atau
dari instansi berwenang lainnya.

3. Keterangan kesehatan dari dokter/RS yang merawat.

4. KTP/Identitas korban/ahli waris korban.

5. Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara Cuma-Cuma.

Untuk memperoleh dana santunan caranya adalah dengan mengisi formulir

*%Pasal 239 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
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yang disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja
(Persero), yaitu :

1. Formulir model K1 untuk kecelakan ditabrak kendaraan bermotor dapat

diperoleh di Polres dan Kantor Jasa Raharja terdekat.

2. Formulir K2 untuk kecelakaan penumpang umum dapat diperoleh di

Kepolisian atau Perumka/Syahbandar laut/Badar Udara dan Kantor Jasa
Raharja terdekat.

Permohonan pengajuan dinas Jasa Raharja dengan pengisian formulir
sebagai berikut:

1. Keterangan identitas korban atau ahli waris diisi oleh yang mengajukan

dana santunan.

2. Keterangan kecelakaan lalu lintas diisi dan disahkan oleh Kepolisian atau

pihak yang berwenang lainnya.

3. Keterangan kesehatan/keadaan korban diisi dan disahkan rumah

sakit/dokter yang merawat korban.

Jika kecelakaan lalu lintas adanya korban hanya sekedar mengalami luka-
luka parah atau ringan, dan tidak dinyatakan meninggal dunia maupun cacat
permanen, maka korban tersebut berhak mendapatkan santunan maksimal Rp.
10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Apabila kecelakaan terjadi, mohon segeralah mengajukan santunan ke
kantor dinas Asuransi yaitu Jasa Rahaja. Sebab, kita tidak dapat mengajukan
klaim tersebut jika dianggap telah gugur atau kedaluarsa. Permintaan permohonan
ini dianggap kadaluarsa apabila :

1. Pengajuan santunan dilakukan lebih dari 6 bulan setelah terjadinya

kecelakaan.

2. Uang santunan tidak diambil atau tidak dilakukan penagihan dalam

waktu 3 bulan setelah hak santunan disetujui oleh Jasa Raharija.®’

Secara teoritis hak-hak korban dapat dibedakan dalam dua katergori besar,

yaitu terlibat dalam penuntutan terhadap pelaku, dan meminta kompensasi atau

>’Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab.
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restitusi. Dalam hal pertama, Indonesia mengenal konsep delik aduan, yang
berarti bahwa penyidikan dan penuntutan hanya dapat berlangsung apabila korban
kecelakaan lalu lintas secara resmi telah mengadukan peristiwa tindak pidana
yang dialaminya. Disini hak korban terlihat kuat sekali, dia dapat “memberi
wewenang” atau “mencabut wewenang” negara untuk memproses suatu peristiwa
melalui sistem peradilan pidana.®®

Masih dalam kaitan ini adalah juga hak korban kecelakaan lalu lintas untuk
mempertanyakan penghentian penyidikan melalui lembaga pra peradilan (hak ini
terdapat dalam KUHAP). Dalam kategori kedua adalah hak korban untuk
menuntut restitusi dan/atau kompensasi. Restitusi dituntut kepada pelaku tindak
pidana kecelakaan lalu lintas, sedangkan kompensasi dimintakan dari negara
(pemerintah).>

Korban kecelakaan lalu lintas dalam sistem peradilan pidana cenderung
dilupakan dan kurang diberikan perhatian (dalam kontesk pengakuan hak-hak
asasinya). Perhatian terhadap Korban tidaklah sepadan dengan perhatian dan
pengakuan hak-hak Pelaku. Padahal dalam konteks penegakan hukum disebuah
negara yang mendasarkan dirinya sebagai negara hukum, seharusnya perhatian
yang diberikan negara terhadap Pelaku dan Korban kejahatan adalah sepadan
sesuai dengan amanah konstitusi yang menegaskan bahwa setiap warga negara
adalah sama kedudukannya dihadapan hukum. Pada dasarnya persoalan tidak
keseimbangan hak antara korban dan pelaku ini harus dipandang secara adil dalam
konteks perwujudan perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal
melingkupi skala nasional maupun internasional.

Dalam prespektif hak asasi manusia secara nasional maupun internasional,
mengganggap perlindungan hukum terhadap Korban sangat urgen. Oleh karena
itu secara normatif Korban Hams harus diberikan hak-hak perlindungan baik
berupa perlindungan hukum maupun perlindungan khusus.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak

8Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Y ogyakarta:
Graha Ilmu, 2010), 52-53.

*Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum
dan Masyarakat, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 108.
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pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

a. Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban
tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum
seseorang).

b. Dapat  diartikan  sebagai  perlindungan  untuk  memperoleh
jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah
menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban).
Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi),
pemulihan kesimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian
ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial),
dan sebagainya.

Mardjono Reksodipuro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada

beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian, yaitu:

a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian
kepada permasalahan dan peranan perlaku kejahatan (offender-centered);

b. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan
melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang
berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalu survai tentang korban
kejahatan (victim surveys);

c. Makin disadari bahwa di samping korban kejahatan konvensional
(kejahatan-kejahatan; street crime) tidak kurang pentingnya untuk
memberi perhatian kepada porban kejahatan non konvensiobal (a.i.
kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih) maupun korban dari
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of economic power and/or public
power).

Secara sosiologis, perlindungan hukum terhadap korban juga dimaknai
sebagai upaya negara menciptakan keharmonisan hubungan kepercayaan terhadap
warganya dengan mewujudkan jaminan pelayanan berupa penegakan hukum yang
adil hingga warganya tidak melakukan ancaman atau perbuatan main hakim
sendiri. Sebagaimana dalam konsepsi teori kontrak sosial, negara diberikan hak

untuk mengelola dan mengatur warganya dengan persyaratan bahwa negara dapat
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memberikan jaminan perlindungan tersebut maka sudah tentu mandat dari warga
negara tersebut akan terdistorsi dengan sendirinya. Maka tidak heran jika
kemudian warga negaranya menjadi kecewa dan tidak lagi mengindahkan negara.

Selain itu secara fungsional, perlindungan hukum terhadap korban pidana
kecelakaan lalu lintas dimaknai sebagai bagian utama dari kebijakan pencegahan
dan penanggulangan tindak pidana. Tidak mungkin dapat melakukan pencegahan
dan penanggulangan secara tepat, jika tidak memperhatikan permasalahan korban
secara tepat. Karena tindak pidana pada dasarnya merupakan hasil hubungan
antara fenomena pelaku pelaku tindak pidana di satu sisi dengan mendapatkan
penanganan yang tepat dari negara maka sudah tentu akan terjadi apatisme dan
sinisme terhadap sistem hukum dan peradilan, yang kemudian secara gonditio
sine quanon akan menyebabkan kejahatan akan sulit ditanggulangi.

Jika ditinjau dari prespektif teori dan norma melalui restitusi ada beberapa
bentuk perlindungan hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang
mengalami luka berat (cacat seumur hidup), salah satu diantaranya adalah
pemberian ganti rugi atau restitusi. Setidaknya terdapat lima tujuan dari kewajiban
mengganti kerugian menurut Galeway, yaitu:

a. Meringankan penderitaan korban;

b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;

c. Sebagai salah satu cara rehabilitasi terpidana;

d. Memperoleh proses peradilan;

e. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk
tindakan balas dendam;

Ganti kerugian yang diberikan kepada korban dapat dibedakan antara yang
dibayarkan oleh institusi resmi dari dana negara (disini akan dinamakan
kompensasi atau compesation) dan yang dibayarkan oleh pelaku (dinamakan
restusi atau restitution). Kemungkinan pembayaran dalam bentuk kompensasi
dapat di bagi dua. Pertama, negara merasa bertanggungjawab atas terjadinya
peristiwa tersebut, karena tidak mampu melindungan korban dari ancaman pelaku.
Kompensasi ini dapat diberikan dalam bentuk fasilitas pengobatan secara cuma-

cuma sampai korban sembuh kembali. Bentuk lain adalah bentuan untuk
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mengganti penghasilan yang hilang (ini tentu sangat diperlukan untuk korban
yang kurang mampu), biaya penasihat hukum untuk membela kepetnigan korban
dan menghadapi pelaku (dan meminta restitusi dari pelaku), ganti rugi karena
timbulnya cacat badan dan bentuk-bentuk lain yang serupa.

Pada dasarnya ganti kerugian mempunyai dua dimensi yaitu dimensi hukum
perdata dan hukum pidana. Adapun ganti kerugian dalam aspek hukum hukum
pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi dan restitusi. Kompensasi
adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada Korban sebagai bentuk
pertanggungjawaban akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan restitusi
merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang
berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku melalui pertanggungjawaban
pidananya mengganti kerugian korban.

Ditinjau dari prespektif normatif, pengertian atau ruang lingkup, objek
tindak pidana, dan mekanisme, serta daya paksa eksekusi restitusi yang diatur
oleh peraturan perundang-undangan berbeda-beda, secara rinci dapat dijelaskan
sebagai berikut: Pertama, terkait dengan pengertian dan ruang lingkup restitusi.
Pengaturan restitusi menurut UU PSK selanjutnya secara teknis diatur secara rinci
dalam PP No. 44 Tahun 200, Restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian dapat
berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan
atau penderitaan, atau penggantian biaya unuk tindakan tertentu. Senada dengan
ketentuan tersebut, PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tatat Cara Perlindungan
terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat mendefinisikan
Restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau
keluargganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat beripa pengembalian harta
milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau
penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Dengan demikian menurut kedua peraturan ini, ruang lingkup kerugian yang
dapat dituntut tidak hanya dari kerugian materiil saja, akan tetapi juga melingkup
kerugian immateriil. Hal ini sama dengan restitusi yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang, yang didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan
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kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli
warisnya.

Kedua, terkait dengan objek tindak pidana yang dapat dituntutkan restitusi,
peraturan perundang-undangan mengatur secara berbeda. UU PSK sebagaimana
terdapat dalam PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi,
dan Bantuan kepada Saksi dan Korban mengatur objek tindak pidananya adalah
kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Sedangkan KUHAP
mengatur objek tindak pidana yang dapat dituntutkan ganti kerugian adalah semua
tindak pidana.

Ketiga, secara teknis permohonan ganti kerugian dapat diajukan melalui
penuntut umum sebelum pembacaan tuntutan pidana. Apabila hakim memutuskan
mengabulkan gugatan ganti kerugian tersebut maka dengan sendirinya mempunai
kekuatan hukum tetap jika putusan pidananya juga mendapatkan kekuatan hukum
tetap. Keempat terkait dengan daya paksa eksekusi restitusi. Restitusi tidak
memberikan klausul mengenai kekuatan memaksa berupa sanksi terhadap
pelaksanaan restitusi yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian pelaksanaan
restitusi sepenuhnya digantungkan pada itikad baik dari pelaku.

Pada dasarnya kedua permasalahan (problema normatif dan praktek) di atas
dapat dikaji dan dianalisis secara teoritis melalui teori sistem peradilan pidana
terpadu (intergrated criminal justice). Maim dan sistem peradilan terpadu ini
menurut Muladi adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang
dapat dibedakan dalam :

d.Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam
kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum.

e. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat
vertikan dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut diatas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan yang
mengakibatkan cacat seumur hidup, dapat dimaknai sebagai upaya

mengembalikan hak-hak korban seperti asuransi dari Pemerintah melalu PT. Jasa
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Rahaja, pemberian kompensasi dari Pemerintah, pemberian ganti rugi dan
restitusi. Negara dalam konteks ini bersikap progresif untuk menuntut Pelaku
bertanggungjawab atas pemulihan Korban di satu sisi. Sementara itu di sisi lain
Negara bertanggungjawab atas kelalaiannya menjaga warganya dari akibat tindak
pidana (prespektif korban) dan juga negara bertanggungjawab atas kelengahannya

mengantisipasi terjadinya peristiwa jahat (prespektif situasi dan kondisi).

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Perlindungan Terhadap
Korban Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Cacat Seumur
Hidup

Dalam Islam peristiwa Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban
luka berat yakni cacat seumur hidup termasuk ke dalam perbuatan zalim yang
dilakukan oleh pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Perbuatan Zalim
terhadap orang lain adalah tindakan-tindakan menyakiti atau tindakan yang
akibatnya membawa penderitaan bagi orang lain, baik itu penderitaan fisik
maupun mental. Pelaku dapat dikatakan zolim karena mengambil hak-hak korban
yang sangat dibutuhkan oleh korban untuk keberlangsungan hidup di masa depan.

Dalam firman Allah SWT :

Cueda (T 81355 ¥ abs Tl Gl 1 ghdls ¥

Artinya :“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S.

Surah Asy-Syu’ara Ayat 183).

Tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan larangan kepada manusia untuk
mengurangi harta benda mereka, janganlah membuat kerusakan dibumi, larangan
menyamun serta janganlah merugikan manusia pada hak-haknya dan jangan-lah
membuat kerusakan dibumi.” Pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia
menurut Islam dalam tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara
apa pun dan dalam bidang apa pun.®°

Indonesia bukan negara yang menganut Hukum Islam sepenuhnya, tetapi

negara yang berlandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sistem hukum

60
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yang dibangunpun mesti berlandaskan atas pendekatan religius. Dalam hal ini
korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cacat seumur hidup
mendapatkan tanggungjawab karena kelalaian pelaku tindak pidana disebut al-
Jjinayat ‘ala maa duni al-nafs.®!

Imam ahmad membagi pelukaan berdasarkan niatnya menjadi dua, yaitu
sengaja dan tidak sengaja. Perbedaan keduanya terletak pada hukuman yang
diberikan, yang pertama gishas dan kedua didiyat.? Jumlah diyat pelukaan
dengan sengaja sama dengan penganiyaan dengan tidak sengaja, akan tetapi
berbeda kualitasnya karena untuk perbuatan pertama dikenakan diyat berat dan
untuk perbuatan kedua dikenakan diyat ringan.®*Diyat yang berat antara lain 100
ekor unta terdiri dari 30 ekot hagigah, 30 ekor jadza’ah, dan 40 ekor khilafah.
Sedangkan diyat ringan itu terdiri dari 100 ekor unta berupa 20 ekor hagigah , 20
ekor jadza ah, 20 ekor bintu labun, 20 ekor makhail %

Adapun hadis yang mendasari ini dalam penjumlahan hukuman diyat sesuai
pelukaan yang diderita, yaitu:

“Dari Abu Bakar Ibn Amr’ Ibnu Hazm dari Kakeknya, bahwa Rasulullah SAW
menulis surat kepada penduduk Yaman dan di dalam suratnya itu tertulis... dan
sesungguhnya perusakan hidung apabila sampai gerumpung adalah satu
diyat,pada lidah satu diyat,pada kedua bibir satu diyat, pada kedua telur laki-laki
satu diyat, pada zakar satu diyat, pada satu kaki separuh satu diyat, pada
ma’munah sepertiga diyat, pada jaifah sepertiga diyat, pada mugilah lima belas
ekor unta, pada setiap jari tangan atau kaki sepuluh ekor unta, pada satu gigi lima
ekor unta, pada mudhihah lima ekor unta, dan laki-laki bisa dibunuh (digishash)
dengan perempuan, dan untuk pemilik emas diyatnya seribu dinar.” (H.R. An-
Nasa'i).%

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa macam jenis
diyat berdasarkan tempat pelukaannya yaitu :

1. Diyat berdasarkan hilangnya jumlah anggota badan (diyat Kamilah dan

61Sudjari Dahlan, Sudut Pandang Terhadap Rancangan KUHP, (Surabaya: Makalah,2001),
9

52Abd. al-Qadir Audah, al-Tashri” al-Jina’iy al-Islami Mugaddaran bi al-Qanun al-Wad iy,
(T.tp.: Maktabah Dar al-Urubah,t.th.),205.

8Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 279.

8 Abdul Fatah Idris dan M. Abu Ahmadi, Figih Islam Lengkap, (Jakarta: PT. Rhineka
Cipta, 1994), 226.

8Ahmad bin Syu’aib bin Abd. al-Rahman al-Nasa’i, Sunan al-Nasa’i al- Kubra, Bab
Qussamah, Hadis No. 4770, (T.tp.; Dar Al-Kutub Al-limiyyah, 1991).
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diyat ursy)

2. Diyat yang menghilangkan suatu manfaat dari anggota badan.

3. Diyat pada luka di kepala, wajah dan badan.

4. Pelukaan yang tidak termasuk dari tiga di atas.

Korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban cacat seumur
hidup dikategorikan sebagai penganiayaan tidak sengaja atau kekerasan fisik
tersalah atau juga bisa disebut dengan al-jinayat ala-maa-duni al-nafs. Al-Jinayat
ala-maa-duni al-nafs adalah tindakan yang memang dilakukan dengan sengaja
oleh pelaku, namun sama sekali tidak ada maksud dan keinginan untuk
mencederai dan menganiaya, seperti seseorang melempar sebuat batu dari jendela,
lalu batu itu mengenai kepala orang lain hingga menyebabkan kuliatnya
terkelupas dan tulangnya terlihat.%®

Dalam tubuh manusia terdapat 45 anggota badan. Dari anggota itu ada yang
berjumlah satu, dan ada juga yang berjumlah sepasang atau berjumlah lebih dari
itu. Maka, setiap jenis anggota tersebut memiliki diyat yang berbeda-beda.
Adapun pembagiannya yaitu:

a. Bagian tubuh berjumlah tunggal seperti: lidah, hidung, dzakar atau

kulup, Shulb/tulang belakang (syaraf reproduksi), saluran kemih,
rambut kepala, jenggot bila tidak tumbuh lagi. Maka diyatnya utuh
100 ekor onta yaitu seperti diyat Nafs (jiwa).
Khusus untuk hidung, maka diyatnya sempurna, dan hidung terdiri
dari tiga bagian, yaitu dua rongga dan satu pembatas rongga hidung.
Apabila kerusakan terjadi pada salah satu bagian tersebut, maka
diyatnya sepertiga.

b. Anggota badan yang berpasang (bejumlah dua) seperti maka, telinga,
tangan, bibir, tulang geraham, kaki, puting susu, pantat, biji dzakar,
maka pada diyatnya utuh, dan pada salah satunya diyatnya setengah.
Kedua hal di atas berasal dari Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa

sallam,

8\Wahbad Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu Jilid 7, (Damaskus: Dar Al-Fikr; Gema Insani
Press, 1989), 693.

55



Dari ‘Amru bin Hazm bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
menulis untuknya, dalam ditulisan itu, “Pada hidung yang terpotong
diyatnya utuh, pada lidah diyatnya utuh, pada kedua bibir diyatnya
utuh, pada kedua buah biji dzakar diyatnya utuh, pada batang
kemaluan diyatnya utuh, pada shulb (tulang syaraf reproduksi)
diyatnya utuh, pada kedua mata diyatnya utuh, dan pada satu kaki
diyatnya setengah.” (HR. An-Nasa’i)

c. Anggota badan yang berjumlah empat seperti; kelopa mata, atau bulu

mata bila membuatnya tidak tumbuh lagi, maka pada setiap bagian
tersebut diyatnya seperempat, dan bila terpotong semua, maka
membayar diyatnya utuh.

d. Jenis anggota badan yang berjumlah sepuluh, seperti jari tangan, jari
kaki. Jika terpotong seluruhnya, maka diyatnya utuh dan pada salah
satunya diyatnya sepersepuluh. Yakni satu dari 10 onta dan pada
setiap ruas tulang dari satu jari sepertiga dari 10 onta, kecuali pada ibu
jari, maka diyat peruasnya tulangnya 5 onta. Nabi Shallallahu ‘alaihi
wa sallam bersabda:

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu ia berkata, “Rasulullah

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda tentang diyat jari tangan dan
kaki, ‘semua sama, setiap satu jari 10 ekor onta.” (HR. at-Tarmidzi).
Tidak ada perbedaan antara ibu jari dan kelingking dalam diyat.
Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan;

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
sallam, beliau bersabda, “Ini dan ini sama (diyatnya), yaitu kelingking
dan jempol” (HR. al-Bukhari).

Diyat yang menimbulkan hilangnya suatu manfaat dari anggota badan atau
fungsi anggota badan, seperti panca indra pengdengaran, pengelihatan,
penciuman, dan perasa. Jika salah satu dari panca indra ini hilang, maka wajib
atasnya membayar diyat secara utuh. Hal yang serupa juga berlaku pada hilangnya
manfaat anggota tubuh yang berjumlah tunggal seperti akal, kemampuan bicara,
kemampuan sex, kemampuan berjalan, dll. Hal ini sebagaimana keputusan ‘Umar
bin Khattab Radhiyallahu anhu ketika beliau mengadili seseorang yang memukul
telah kawannya dan mengakibatkan hilangnya pengelihatan, pendengaran,

kemampuan sex dan akal dari darinya dan ia masih hidup. Oleh Umar

56



Radhiyallahu anhu orang itu di beri sanksi empat dari dari diyat (400 ekor onta)
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BAB IV

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas diberikan oleh
Undang-Undang sudah efektif akan tetapi, jika di lihat dari sisi korban
yang mengalami cacat seumur hidup masih banyak yang tidak
mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapat. Oleh karena itu perlu
adanya perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang
mengalami cacat seumur hidup serta perlindungan hak untuk
mendapatkan pertolongan, perawatan, selain itu pemberian santunan dari
Negara, pemberian asuransi dari Negara melalui PT. Jasa Raharja,
mendapatkan hak atas ganti rugi materiil maupun imateriil, serta
mendapatkan resitusi. Pemerintah dan pihak penegak hukum harus lebih
memfokuskan agar setiap kecelakaan lalu lintas tidak hanya mengadili
pelaku akan tetapi juga memperhatikan hak-hak korban. Jangan hanya
korban yang dijadikan posisi sebagai saksi.

2. Dalam pandangan Hukum Islam kecelakaan lalu lintas yang
menyebabkan korban mengalami cacat seumur hidup menurut hukum
islam adanya unsur syar’i (formil), unsur maddiy (meteriil), dan unsur
adabiy (moral). Dalam pandangan hukum islam hal ini berbeda dengan
penetapan pada hukum positif di Indonesia. Hukum islam setiap pelaku
pidana tidak harus menghapus dosanya dengan cara dipenjara, bahkan
dapat diselesaikan dengan cara bertaubat kepada Allah SWT dan
melakukan pembayaran diyat kepada korban yang bersangkutan.

B. Saran
1. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan dan melakukan perlindungan
hukum kepada korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami cacat
seumur hidup dan terlaksananya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan supaya berjalan dengan
semestinya dan melakukan sosialiasi terhadap UU LLAJ. Sehingga

masyakarat mempunyai pengetahuan dalam berkendara dan aturan-aturan
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yang telah dibuat oleh pemerintah.

. Pengendara harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang telah dibuat
oleh pemerintah apa yang harus ditaati dan apa yang tidak boleh dilanggar.
Sehingga lalu lintas berjalan dengan tertib dan aman.
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